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Ratih Piskayanti, (2021) : Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam 
Perjanjian Wadi’ah dan Murabahah Pada 
Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional 
Madani (PNM) Mekaar Syari’ah Cabang 
Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Tentang 
Wanprestasi. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian Wadi’ah dan 
Murabahah yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar 
Syari’ah Cabang Kampar dan Nasabah, namun Angsuran dalam suatu usaha hal 
yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau nasabah tetapi tidak selalu berjalan 
dengan baik dan lancar, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, 
yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha atau nasabah tidak mampu lagi 
membayar angsuran-angsurannya yang telah jatuh tempo dan tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan 
mengambil lokasi di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari’ah Cabang 
Kampar yang terletak di Dusun Padang Tengah Rt. 002 Rw. 001 Desa Koto 
Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 
Data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu : Kompilasi Ilmu Hukum dan 
Hukum Islam dan  data sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada 
penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode analsis kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab 
Nasabah wanprestasi adalah faktor ekonomi seperti menurunnya kondisi usaha 
bisnis dan munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur serta upaya yang 
dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syari’ah Cabang Kampar dalam mengatasi 
Nasabah yang wanprestasi adalah dengan melakukan tanggung renteng bagi 
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Gambar 2.1  Struktur Organisasi PT PNM Mekaar Syari’ah  Cabang 







A. Latar Belakang 
Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan 
pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang 
berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera 
pelaku usaha ultra mikro. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan 
bertujuan membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Koperasi. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyediakan layanan 
pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui 
program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. 
Nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki  
pengetahuan dan ketrampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses 
pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang 
termanfaatkan. 
Oleh karena itu, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dikuat kan 
dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara kelompok. Setiap 
kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan Pertemuan Kelompok 
Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan 
untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.
1
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu uang 
yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai 
untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk 
pembayaran utang, pajak dan sebagainya. 
Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, 
barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran 
sebagian dengan besar  pembayaran  dan  jangka  waktunya  telah  ditentukan 




Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 
debitur.
3
 Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena 
disengaja maupun tidak disengaja.
4
 Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia 




Wanprestasi   terdapat   dalam   pasal   1243   KUH   Perdata,   yang 
menyatakan bahwa: 
“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
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Dengan adanya PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini 
membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang 
menyediakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku 
usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. 
Dimana Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan 
Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam 
seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan 
usaha. Namun Angsuran dalam suatu usaha hal yang biasa dilakukan oleh pelaku 
usaha atau nasabah tetapi tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga 
sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana 
pelaku usaha atau nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran-angsurannya 
yang telah jatuh tempo dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang 
diperjanjikan. 
Tabel 1.1 
JUMLAH NASABAH WANPRESTASI 
No  Tahun Jumlah Nasabah Jumlah Nasabah yang 
Wanprestasi 
1  2017 800 orang 33 orang 
2  2018 735 orang 43 orang 
3 2019 700 orang 50 orang 
4 2020 1000 orang 132 orang 
5 2021 565 orang 28 orang 
Jumlah 3.800 orang 286 orang 
 Sumber : Data Olahan, 2021 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik meneliti 
tentang Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi’ah dan 
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Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani 
(PNM) Mekaar Syari’ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi karena sesuai dengan 
perjanjian, pelaku usaha harus selalu membayar kewajibannya setiap pertemuan 
atau satu kali dalam seminggu akan tetapi Nasabah atau pelaku usaha banyak 
yang mengabaikan  kewajibannya tersebut. 
B. Batasan Masalah 
Penelitian ini difokuskan pada Wanprestasi yang dilakukan Nasabah 
dalam Perjanjian Wadi’ah dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) 
Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari’ah Cabang Kampar 
Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang 
Wanprestasi. 
C. Rumusan Masalah 
1. Apa penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah 
cabang Kampar melakukan wanprestasi ? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar 
Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan 









D. Tujuan Penelitian 
Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang 
demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.
7
 Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah:  
a) Untuk mengetahui penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani 
Mekaar Syariah cabang Kampar melakukan wanprestasi. 
b) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani 
Mekaar Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang 
dilakukan oleh Nasabah. 
E. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan 
dengan Wanprestasi yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi‟ah dan 
Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani 
(PNM) Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab 
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b. Manfaat Praktis 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan 
khususnya tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam 
Perjanjian Wadi‟ah dan Murabahah. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian-
penelitian sejenis, pada masa mendatang.  
F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum terbagi jadi dua yaitu : 
a. Penelitian Hukum Normatif 
Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam 
mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum 
dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif. 
Dimana tema-tema penelitiannya mencakup Penelitian terhadap asas-asas 
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertical dan horizontal, dan perbandingan hukum. 
b. Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis 
Penelitian hukum empiris kerap kali disinonimkan dengan 
penelitian lapangan dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-
data primer. Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat 
pengumpulan data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode 
penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan 
kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam 




bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang 
biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang 
diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses 
penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun 
para ilmuawan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena. 
8
 
Jadi, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 
empiris/sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan 
untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung 
dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi 
sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasikan masalah 
atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.  
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi diadakan penelitian ini adalah di PT Permodalan Nasional Madani 
Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar yang terletak di Dusun Padang Tengah 
Rt. 002 Rw. 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar. Yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan 
bulan Juli 2021. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek yang dijadikan sumber informasi yang penelitian ini adalah 
Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang 
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Kampar yang melakukan wanprestasi dan PT Permodalan Nasional 
Madani Mekaar Syariah cabang Kampar . 
Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.
9
 Adapun 
yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Wanprestasi yang 
dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Wadi‟ah dan Murabahah Pada 
Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar 
Syari‟ah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Tentang Wanprestasi. 
3.  Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang 
sama.
10
 Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas 
obyek atau subyek yang mempunyai karateristik dan kualitas tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk 
penelitian.
11
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.
12
 Adapun 
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kriterianya adalah berdasarkan perwakilan dari masing-masing kelompok 
yang melakukan wanprestasi.  
Tabel 1.2 
Jumlah Populasi dan Sampel 
No  Responden  Populasi  Sampel  Presentase 
1  Kepala Cabang  1 1 100% 
2  Karyawan 2 2 100% 
3 Nasabah yang Wanprestasi 286 60 20% 
Jumlah 289 63  
 Sumber : Data Olahan, 2021 
 
4. Jenis dan Sumber Data 
Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk 
mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan data perimer dan sekunder. 
a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut 
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. 
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya 
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, 
diskusi terfokus (focus grup discussion FGD) dan penyebaran 
kuisioner.  
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 




Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro 
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
13
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi 
Penulis akan melakukan peninjauan dan melakukan 
pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang 
tepat mengenai subjek dan objek kajian. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang 
berkaitan. Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, 
akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau 
tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang 
diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan 
pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut 
dapat menjadi bahan hukum sekunder. Adapun yang akan 
diwawancarai adalah Kepala Cabang 1 orang dan Karyawan 2 
orang. 
c. Angket 
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Angket atau bisa disebut juga kuisioner adalah instrumen 
penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. 
Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang 




Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau 
karya-karya monumental dari seseorang.
15
  
G. Kerangka Teoritis 
a. Teori Wanprestasi 
1) Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu 
kewajiban dari debitur untuk memnuhi suatu prestasi, jika dalam 
melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka 
debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi 
berasal daari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran 
hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan 
wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 BW (untuk prestasi 
memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat 
sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW 
menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak 
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dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang 
setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau 
jika sesuaatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan 
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. 
Dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, 
ada tiga bentuk ingkar janji: 
a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 
b) Terlambat memenuhi prestasi; 
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.16 
2) Penyebab Wanprestasi 
Berdasarkan Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa : 
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. 
Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) 
terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana 
mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi 
setelah adanya pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari 
pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan 
menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi 
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prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugiannya yang dialami 
kreditor. Menurut undang-undang, peringatan (somatie) kreditor mengenai 
lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide BW Pasal 
1238 BW- bevel of sortgelijke akte). Jadi lembaga „pernyataan lalai‟ 




Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap 
tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya 
baik kerugian material maupun non material, pelakunya wajib memberikan 
ganti kerugian. 
3) Konsekuensi Hukum Wanprestasi 
Untuk mengetahui seseorang melaukukan wanprestasi maka 
diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah 
mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang 
dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak PT atau Permodalan 
Nasional Madani Mekaar Syariah dapat berakibat hukum dan dapat 
dikenakan sanksi. 
Adapun konsekuensi hukum bagi debitur yang telah melakukan 
wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut: 
a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita 
oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata) 
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b) Apabila perikatan ini timbal balik, Kreditur dapat menuntut 
pembatalan/dapat  dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 
1266 KUHPerdata) 
c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada 
debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). 
d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, 
atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 
KUHPerdata). 
e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 
Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
18
 
4) Penyelesaian Wanprestasi 
Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut 
wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang 
piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. 
Dalam Pasal 1239 KUHPerdata diterangkan bahwa tiap-tiap 
perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila 
si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 
dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.
19
 
b. Teori Perjanjian Pembiayaan Wadi‟ah 
a) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Wadi‟ah 
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Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). 
Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena 
Allah menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Quran, 
sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di 
antaranya: a. Hanafiah: al-wadi‟ah adalah suatu amanah yang 
ditinggalkan untuk dipeliharakan kepada orang lain b. Malikiah: al-
wadi‟ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk 
dipeliharakan c. Syafi‟iah: al-wadi‟ah adalah sesuatu harta benda yang 
disimpan ditempat orang lain untuk dipeliharakan d. Hanabilah: suatu 
harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa 
adanya ganti rugi e. Ulama Fiqh Kontemporer: al-Wadi‟ah adalah titipan 
murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum 
yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 
menghendakinya 
Jadi, prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain 
yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. 
a) Rukun Wadi‟ah 
Menurut Hanafiah: Rukun  wadi’ah menurutnya  hanya satu,  
yaitu  adanya  pernyataan kehendak   (sighat: ijab (ungkapan kehendak 
menitipkan barang dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan kesiapan 
menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut 




barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (sighat ijab dan qabul) 
baik dilakukan secara lafad atau hanya tindakan. 
b) Syarat Wadi‟ah 
a. Syarat wadi’ah menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad 
disyaratkan harus orang yang berakal,  sehingga  sekalipun  anak  
kecil  namun  sudah  dianggap  telah  berakal  dan mendapat izin 
dari walinya, akad wadi’ahnya dianggap  sah. 
b. Jumhur mensyaratkan dalam wadi’ah agar pihak pelaku akad 
telah balig, berakal dan cerdas, karena akad wadi‟ah mengandung 
banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun 
tidak cerdas menurut Jumhur akad wadi‟ahnya tidak dianggap  
sah. 
c) Jenis Wadi‟ah 
a. Wadi’ah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima titipan 
tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil 
kembali leh penitip. Ciri-ciri Wadi’ah Yad Amanah, yaitu: (1) 
Penerima titipan (costudion) adalah memperoleh kepercayaan 
(trustee); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus 
dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) 
Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan 
simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala 
resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila 




atau bila status titipan telah berubah menjadi Wadi’ah Yad 
Dhamnah. 
b. Wadi’ah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana 
titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat 
dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil 
pemanfaatan  tersebut  diperoleh  keuntungan  maka  seluruhnya  
menjadi  hak  penerima titipan. Biasanya bank syariah 
menggunakan prinsip wadi’ah yad dhamanah untuk produk 
tabungan  dan  giro.  Ciri-Ciri  Wadi‟ah  Yad  Dhamanah.  Yaitu:  
(1)  Penerima  titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang 
dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) 
Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk 
perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang 
diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan 
(5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya 
sewaktu-waktu. 
Perubahan   Status   dari   Wadiah   Yad   Amanah   menjadi   
Wadiah   Yad   Dhamanah Perubahan tersebut terjadi apabila (1) Harta 
dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan  menggunakan  harta  




b) Teori Perjanjian Pembiayaan Murabahah 
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1) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Murabahah 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok 
yang ada (historical cost), ditambah dengan keuntungan yang 
diharapkan (mark-up) merupakan harga jual. 
Pengertian akad murabahah secara teknis yuridis dapat 
ditemukan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah. Akad 
murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 




2) Margin dalam Murabahah 
Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya 
yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk 
perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari 
praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya 
mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut 
Hanbali dan Imam Shafi‟i semua biaya aktual yang terjadi 
sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada 
kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat 
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ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti 
penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut 
tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat 
ditambahkan lagi. 
Selain  itu  penetapan  margin  pada  murabahah  menurut  
otoritas  jasa  keuangan ada beberapa point, sebagai berikut : 
a. Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang 
diharapkan (expected yield) oleh lembaga keuangan syariah. 
b. Margin (mark up price) ditentukan berdasarkan kesepakatan 
antara lembaga keuangan syariah dan Nasabah. 
c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase 
tertentu dari Harga Pokok lembaga keuangan syariah 
d. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang 
berlaku umum pada pasar keuangan dengan 
mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan 
tingkat keuntungan. 
e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan 





f. Lembaga keuangan syari‟ah dapat memberikan potongan 
margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank 
yang terutang dalam perjanjian.
22
 
3) Rukun Murabahah 
Rukum jual beli ada tiga, yaitu : Akad (ijabah dan qabul), 
orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma‟kud alaih 
(objek akad). 
Adapun menurut jamhur ulama‟ ada empat, yaitu : 
a) Penjual 
b) Pembeli 
c) Ijab dan qabul 
d) Benda atau barang 
4) Syarat Murabahah 
a) Penjual memberi tahu biaya modal pada nasabah  
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan 
c) Kontrak harus bebas dari riba 
d) Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat pada 
barang sesudah pembelian 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
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5) Pokok-pokok yang diatur dalam akad Murabahah 
Pada dasarnya, akad murabahah hampir sama dengan 
perjanjian jual beli yang dilaksanakan dalam hukum positif yang 
berlaku di Indonesia pokok-pokok yang diatur dalam akad 
murabahah adalah sebagai berikut: 
a) Subjek Perjanjian 
b) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah 
c) Unsur kesepakatan (ijab qabul) 
d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (event of defalaut) 
haruslah ditetapkan 
e) Setelah negosiasi difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan 
permohonan ke PT untuk pengambilalihan aset  
f) PT akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah 
memenuhi persyaratan pendahuluan 
g) Penandatanganan akad murabahah 
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H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci 
beberapa sub, masing-masing bab dan susb merupakan kesatuan dan saling 
berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
kerangka teoritis serta sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum PT 
Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar, 
Sejarah PT PNM Mekaar Syari‟ah dan Produk Pembiayaan 
Syari‟ah. 
BAB III KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang 
digunakan teori wanprestasi, teori perjanjian pembiayaan wadi‟ah, 
teori perjanjian pembiayaan murabahah, teori perjanjian dan 
Penelitian Terdahulu. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil 
penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan 




Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar 
melakukan wanprestasi dan upaya yang dilakukan Perseroan 
Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar 
Syari‟ah Cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang 
dilakukan Nasabah. 
BAB V  PENUTUP 





















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah PT PNM Mekaar Syari’ah 
Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk 
terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan 
kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek 
potensinya di masa depan. Nilai srategis tersebut kemudian diwujudkan 
pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 
Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha 
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut 
dilakukan melalui penyelengaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai 
bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, 
khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang 
pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan 
mampu menciptakan lapangan kerja. 
PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM", didirikan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999  tanggal 29 Mei 1999, dengan 
modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan 
setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 
1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk 
menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 
skim Kredit program. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang 






kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah. Permodalan Nasional Madani 
yaitu BUMN milik pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan solusi 
pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 
berdasarkan dengan kemampuan kelayakan usaha dalam prinsip ekonomi dasar. 
PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan 
mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan agar lebih baik. 
Pelayanan dalam pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan pada wanita 
pelaku usaha mikro dengan layanan berbasis kelompok atau tanggung renteng 
tanpa agunan dengan maksud mampu sebagai solusi adanya permasalahan 
terhadap akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah 
mengharapkan dapat mengembangkan maupun menjalankan usahanya dan pada 
akhirnya dapat mengubah perekonomian dalam rumah tangga.
24
 
B. Visi dan Misi PT PNM Mekaar Syari’ah 
1. Visi PNM 
Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah 
secara berkelanjutan bagi UMKMK berlandaskan prinsip Good Corporate 
Govermance (GCG) – Tata Kelola Perusahaan yang baik. 
2. Misi PNM 
a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional 
perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan 
wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. 
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b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian 
meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan 
baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
c. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai 
kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK. 
Gambar 2.1 










Adapun uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi PT PNM Mekaar 
Syari‟ah Cabang Kampar  sebagai berikut: 
1. Kepala Cabang 
Fungsinya :  
a. Penanggung jawab jalannya operasional perusahaan 
b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin 






















c. Mengambil keputusan Persetujuan kredit dalam batasan 
wewenang Kepala Unit Layanan 
d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis 
dengan pihak eksternal 
e. Memimpin rapat Komite Kredit, Komite SDM, Komite Resiko 
dan Rapat Umum lainnya 
f. Mewakili direksi dalam menyelesaikan permasalahan hukum 
yang terjadi di wilayah Cabang Kampar 
2.  Wakil Kepala Cabang 
a. Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada 
suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor 
Cabang 
b. Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi 
kerja ke bagian bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, 
Supporting, SDM, dan KCP 
c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja 
operasional 
d. Membantu kebijakan dan startegi pengembangan mekanisme 
kerja pada unit kerja operasional 
e. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman 
3. Financial Account Officer 
Fungsinya : 




b. Melakukan penginputan semuanya transaksi keuangan kedalam 
program  
c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 
d. Mengontrol kesibukan keuangan/transaksi keuangan 
e. Melakukan verifikasi pada keabsahan dokumen 
f. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuitansi tagihan 
bersama kelengkapannya 
4. Account Officer  
Fungsinya : 
a. Membuat strategi mencari pasar baru 
b. Memonitoring kondisi dan kualitas debitur 
c. Bertanggung jawab terhadap kualitas debitur masing-masing 
d. Melakukan monitoring masing-masing debitur dalam periode 
tertentu 
e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur 
f. Ikut serta dalam Komite Kredit25 
C. Produk Pembiayaan Syari’ah 
1. Pembiayaan Wakalah 
Wakalah menurut kalangan Syafi‟iyah adalah ungkapan atau 
penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya 
melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-
naqbalu anniyabah) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan 
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ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa 
masih hidup.
26
 Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan 
atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini 
kata tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk 
mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas 
apapun ke orang lain.
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Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakalah 
adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk 
melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam 
posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatya 
adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan 
orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya 
sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. 
a) Rukun Wakalah 
- Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)  
- Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)  
- Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)  
- Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).28 
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b) Jenis-jenis Wakalah 
Wakalah dapat dibedakan menjadi: al-wakalah al-ammah 
dan alwakalah al-khosshoh, al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-
wakalah mutlaqoh.  
a. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian 
wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan 
yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinyapun telah jalas, 
seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat 
untuk menyelesaikan kasus tertentu  
b. Al-wakalah al-„ammah, adalah prosesi pendelegasian 
wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. 
Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. 
c. Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh. 
Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil 
dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah 
mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta 
jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-muthlaqoh adalah 
akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi 
dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah 
mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. 
c) Berakhirnya Wakalah 
Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa 
menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal 




a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau 
gila.  
b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu 
sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud 
dari pekerjaan tersebut.  
c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak 
yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya 
kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek 
yang dikuasakan.  
d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua 
belah pihak.  
e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima 
kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa. f. Penerima 
kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi 
kuasa.  





2. Pembiayaan Wadi’ah 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
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untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
30
 
a) Syarat  Sahnya Wadi’ah 
1) Syarat wadi’ah menurut Hanafiah adalah pihak pelaku 
akad disyaratkan harus orang yang berakal,  sehingga  
sekalipun  anak  kecil  namun  sudah  dianggap  telah  
berakal  dan mendapat izin dari walinya, akad wadi’ahnya 
dianggap  sah. 
2) Jumhur mensyaratkan dalam wadi’ah agar pihak 
pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad 
wadi‟ah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun 
berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut 
Jumhur akad wadi‟ahnya tidak dianggap  sah. 
d) Jenis Wadi’ah 
1) Wadi’ah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima 
titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 
sampai diambil kembali leh penitip. Ciri-ciri Wadi’ah Yad 
Amanah, yaitu: (1) Penerima titipan (costudion) adalah 
memperoleh kepercayaan (trustee); (2) 
Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus 
dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; 
(4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk 
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memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak 
diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau 
kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangana 
atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau 
bila status titipan telah berubah menjadi Wadi’ah Yad 
Dhamnah. 
2) Wadi’ah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) 
dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada 
penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila 
dari hasil pemanfaatan  tersebut  diperoleh  keuntungan  
maka  seluruhnya  menjadi  hak  penerima titipan. 
Biasanya bank syariah menggunakan prinsip wadi’ah yad 
dhamanah untuk produk tabungan  dan  giro.  Ciri-Ciri  
Wadi‟ah  Yad  Dhamanah.  Yaitu:  (1)  Penerima  titipan 
adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; 
(2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) 
Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk 
perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan 
yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam 
perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/ barang dapat 
menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. 
Perubahan   Status   dari   Wadiah   Yad   Amanah   menjadi   




dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan  menggunakan  harta  




2. Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi 
pembiayaan murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok 
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A. Teori Wanprestasi 
1) Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 
debitur untuk memnuhi suatu prestasi. prestasi adalah sesuatu yang wajib 
dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek 
perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai 
jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata 
dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan 
pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi 
dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian 
antara pihak-pihak. 
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu : 
a. Memberikan sesuatu 
b.  Berbuat sesuatu 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
 jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena 
keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan 
wanprestasi berasal daari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. 
Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi 






prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat 
sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW 
menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak 
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang 
setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuaatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. 
Dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada 
tiga bentuk ingkar janji: 
a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 
b) Terlambat memenuhi prestasi; 
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik.33 
2) Penyebab Wanprestasi 
Berdasarkan Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa : 
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 
lalai memnuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 
harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampauinya. 
Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) 
terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. 
Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya 
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pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari pihak kreditur 
kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan 
tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya 
dengan sanksi tanggung gugat atas kerugiannya yang dialami kreditor. 
Menurut undang-undang, peringatan (somatie) kreditor mengenai lalainya 
debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide BW Pasal 1238 BW- 
bevel of sortgelijke akte). Jadi lembaga „pernyataan lalai‟ merupakan upaya 
hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.
34
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap tindakan 
seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik 
kerugian material maupun non material, pelakunya wajib memberikan ganti 
kerugian. 
3) Konsekuensi Hukum Wanprestasi 
Untuk mengetahui seseorang melaukukan wanprestasi maka 
diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah 
mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang 
dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak PT Permodalan Nasional 
Madani Mekaar Syariah dapat berakibat hukum dan dapat dikenakan sanksi. 
Adapun konsekuensi hukum bagi debitur yang telah melakukan 
wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut: 
a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 
kreditur (pasal 1234 KUHPerdata) 
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b) Apabila perikatan ini timbal balik, Kreditur dapat menuntut 
pembatalan/dapat  dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 
KUHPerdata) 
c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada 
debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). 
d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau 
pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 
KUHPerdata). 
e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 
Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
35
 
4) Penyelesaian Wanprestasi 
Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi 
seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang 
dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. 
Dalam Pasal 1239 KUHPerdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan 
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang 
tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dlam 
kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.
36
 
B. Teori Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah 
b) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara 
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bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.
37
 
Secara Etimologi al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah 
bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah 
menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Quran, sedangkan 
secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya: a. 
Hanafiah: al-wadi‟ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk 
dipeliharakan kepada orang lain b. Malikiah: al-wadi‟ah adalah suatu harta 
yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipeliharakan c. Syafi‟iah: al-
wadi‟ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk 
dipeliharakan d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang 
untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi e. Ulama Fiqh Kontemporer: 
al-Wadi‟ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si 
penitip menghendakinya 
Jadi, prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang 
harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. 
c) Rukun Wadi’ah 
Menurut Hanafiah: Rukun  wadi’ah menurutnya  hanya satu,  yaitu  
adanya  pernyataan kehendak   (sighat: ijab (ungkapan kehendak menitipkan 
barang dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan kesiapan menerima titipan 
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tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: 
Rukun wadi’ah ada tiga: (1) ada pelaku akad; (2) barang titipan; dan (3) 
pernyataan kehendak (sighat ijab dan qabul) baik dilakukan secara lafad atau 
hanya tindakan. 
d) Syarat Wadi’ah 
1) Nasabah selalu hadir tepat waktu 
2) Membayar angsuran rutin 
3) Bertanggungjawab  
4) Perempuan  
5) Memiliki usaha 
C. Teori Perjanjian Pembiayaan Murabahah 
1) Pengertian Perjanjian Pembiayaan Murabahah 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (historical cost), 
ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (mark-up) merupakan 
harga jual. 
Pengertian akad murabahah secara teknis yuridis dapat ditemukan 
dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syari‟ah. Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan 








2) Rukun Murabahah 
Rukum jual beli ada tiga, yaitu : Akad (ijabah dan qabul), orang-
orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma‟kud alaih (objek akad). 
Adapun menurut jamhur ulama‟ ada empat, yaitu : 
a) Penjual 
b) Pembeli 
c) Ijab dan qabul 
d) Benda atau barang 
3) Syarat Sahnya Murabahah 
a) Penjual memberi tahu biaya modal pada nasabah  
b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 
c) Kontrak harus bebas dari riba 
d) Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat pada barang 
sesudah pembelian 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
4) Pokok-pokok yang diatur dalam akad Murabahah 
Pada dasarnya, akad murabahah hampir sama dengan perjanjian 
jual beli yang dilaksanakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia 
pokok-pokok yang diatur dalam akad murabahah adalah sebagai berikut: 
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a) Subjek Perjanjian 
b) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah 
c) Unsur kesepakatan (ijab qabul) 
d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (event of defalaut) haruslah 
ditetapkan 
e) Setelah negosiasi difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan 
permohonan ke PT untuk pengambilalihan aset  
f) PT akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah memenuhi 




D. Teori Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian  
Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan 
kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut 
sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk 
memenuhi begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum 
dikehidupan modern para pihak biasanya  diaktualisasi dalam bentuk 
perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk 
dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian 
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Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga 
KUHPerdata yang berjudul tentang perikatan. Dalam buku ketiga 
KUHPerdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat 
pada bab kedua. Perjanjian diatur didalam buku ketiga KUHPerdata, 
karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan 
sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.
41
 
Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 
KUHPerdata adalah sebagai berikut: 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
42
 
Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat 
dari kata “perbuatan” yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan 
dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. 
Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena 
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas 
hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.
43
 
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian 
antara lain: 
a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang 
b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu 
c. Adanya tujuan yang akan di capai 
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d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan 
e. Adanya bentuk lisan dan tulisan 
f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian44 
Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yaitu 
perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 
bentuk tulisan, dan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).
45
 
3. Sumber-sumber Perjanjian 
Menurut Handri Rahardjo, sumber-sumber perjanjian terdiri dari : 
a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya : 
Perkawinan; 
b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah 
perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda; 
c. Perjnjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban; 
d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara; 
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4. Bentuk-bentuk Perjanjian 
a. Perjanjian Lisan, terbagi 2 (dua) yaitu:  
1) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata 
sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya 
perjanjian yang bersangkutan; 
2) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah 
terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan 
dengan penyerahan barangnya. Misalnya : perjanjian penitipan 
barang. 
b. Perjanjian Tertulis, terbagi 2 (dua) yaitu: 
1) Perjanjian standard atau baku, adalah perjanjian yang 
berbentuk tertulis berupa formulir yang isina telah dibakukan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa 
mempertimbangkan kondisi konsumen; 
2) Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan 
dengan formalitas tertentu, misalnya: perjanjian hibah harus 
dibuat dengan akta notaris.
46
 
5. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah 
seperti skripsi, tesis, disertsi atau jurnal penelitian. Berikut adalah 
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panalitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan 
penelitian : 
a. Haris Suhud (Skripsi, 2015) dari Program Studi Mu‟amalah, 
Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, tentang 
“Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah di 
Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi”. 
Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang mekanisme 
pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Wiroleg, faktor-
faktor terjadinya Wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di 
BMT Sidogiri Cabang Wirolegi serta penyelesaian wanprestasi 
dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang 
Wirolegi. Hasil penelitiannya adalah BMT Sidogiri Cabang 
Wirolegi dalam mekanisme pembiayaan murabahah BMT sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pembeli ditambah keuntungan yang 
disepakati, sedangkan faktor faktor Wanprestasi berasal dari 
interen yaitu berasal dari pihak BMT yang kurang teliti dalam 
menilai nasabah dan eksteren yaitu berasal dari nasabah 
dikarenakan beberapa faktor, yaitu nasabah tidak amanah dan 
kebangkrutan dari nasabah tersebut. BMT dalam menyelesaikan 
kasus Wanprestasi yaitu dengan sistem kekeluargaan, artinya pihak 
BMT mengutamakan nilai-nilai kesantrianya yaitu menggunakan 
ahlaqurkarimah yang baik tidak menggunakan kekerasan dan 




wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya 
menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan 



























Berdasarkan pemaparan dan analisis yang peneliti sampaikan pada bab-
bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Nasabah wanprestasi terjadi oleh 2 akibat yaitu: 
a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini Nasabah sengaja untuk tidak 
membayar kewajibannya kepada PT PNM Mekaar Syariah sehingga 
modal yang diberikan tidak dibayar angsurannya. 
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya Nasabah mau membayar akan tetapi 
tidak mampu. Contohnya usahanya mengalami musibah seperti 
kebakaran, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk 
membayar angsuran tidak ada. 
Penyebab Nasabah PT PNM Mekaar Syari‟ah cabang Kampar melakukan 
wanprestasi antara lain: 
a. Menurunya kondisi usaha bisnis, yang disebabkan merosotnya kondisi 
ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; 
b. Kegagalan nasabah pada bidang usahanya; 
c. Pindahnya nasabah dari tempat tinggal; 
d. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya terjadi 
bencana alam; 







2. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar Syari‟ah yaitu dengan 
melakukan tanggung renteng apabila salah satu dari anggota kelompok 
tidak membayar atau terlambat membayar pinjaman modal maka anggota 
kelompok yang lainnya menutupi pinjaman dari anggota yang tidak 
membayar atau terlambat membayar pinjaman modal tersebut. 
B. SARAN 
1. Bagi PT PNM Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar dalam memberikan 
pinjaman modal harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip 
pemberian pinjaman modal agar nantinya tidak menimbulkan masalah 
dan pihak PT PNM Mekaar Syari‟ah Cabang Kampar setelah 
memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala 
terhadap perkembangan usaha Nasabah, agar apabila terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan pihak PT PNM mekaar Syari‟ah Cabang Kampar sudah 
mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari 
adanya wanprestasi. 
2. Bagi Nasabah yang menerima pinjaman modal dari PT PNM Mekaar 
Syari‟ah Cabang Kampar, harusnya lebih memahami bahwa dana yang 
diberikan adalah untuk usaha bukan untuk yang lain, apabila modal atau 
dana tersebut digunakan untuk keperluan lain maka hal itu tentunya akan 
berakibat pada pengembalian pinjaman dan pelaksanaan dari perjanjian 





3. Bagi penulis sendiri diharapkan agar penulisan skripsi ini menjadi ilmu 
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1. Petunjuk Pengisian Kuisioner 
a. Isilah kuisioner ini dengan memberikan tanda ceklist ( ) pada 
jawaban alternatif yang anda anggap sesuai keadaan; 
b. Isilah sesuai dengan situasi sebenarnya dan sejujurnya menurut 
ibu, karena sangat memengaruhi penelitian yang saya lakukan; 
c. Jawaban yang ibu berikan dijaga kerahasiaannya. 
Atas bantuan ibu saya ucapkan terima kasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
 Nama    : 
 Pekerjaan   : 
 Alamat    : 
 Pertanyaan 1-13 
1. Apakah saudara pernah meminjam modal di PT PNM Mekaar 
Syari’ah Cabang Kampar?   
a. Pernah   
b. Tidak Pernah 
c. Sesekali 
2. Apakah ada syarat untuk meminjam modal di PT PNM Mekaar 
Syari’ah? 
a. Ada 
b. Tidak ada 
c. Ragu-ragu 
3. Apakah ketika saudara meminjam modal mengadakan perjanjian 




4. Apa tujuan saudara meminjam modal di PT PNM Mekaar 
Syari’ah? 
a. Untuk Usaha 
b. Untuk Keperluan Konsumtif 
c. Untuk Keperluan Lainnya 
5. Berapa lama jangka waktu modal tersebut dapat dipinjam? 
a. 1 Tahun  
b. 2 Tahun 
c. Tidak Mengetahui 
6. Apakah saudara membayar pinjaman modal tepat waktu? 
a. Iya 
b. Tidak  
c. Kadang-kadang 





8. Jika pernah faktor apa yang menyebabkannya? 
a. Faktor Ekonomi 
b. Faktor Alam 
c. Faktor Lainnya 
9. Apa akibat yang saudara terima jika terlambat mengembalikan 
pinjaman modal di PT PNM Mekaar Syari’ah? 
a. Didenda 
b. Ditagih terus-menerus 
c. Dibiarkan Saja 
10. Bila saudara terlambat mengembalikan modal bagaimana upaya 
pihak PT PNM Mekaar Syari’ah terhadap keterlambatan tersebut? 
a. Didenda 
b. Tanggung Renteng 
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